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Redaksi 

Om Swastyastu, 
Bertahan hidup dan menjalani kehidupan secara benar merupakan idola setiap orang, 

tetapi tidak semua orang sukses dalam praktiknya. Fakta bahwa Anda, wisudawan telah 
membuktikan diri sukses menyelesaikanjenjang pendidikan tinggi di UNHI; dan atas kesuksesan 
itu Dharmasmrti mengucapkan, "selamat", Anda telah menang dalam perjuangan kependidikan, 
dan semoga kemenangan ini dapat menambah modal Anda dalam perjuangan kehidupan. 

Untuk menjadi juara dalam perlombaan hidup, menang dalam pertempuran dan 
perjuangan hidup, memang menjadikan diri manusia terdidik dalam arti menjadi mulia adalah 
persyaratan utama. Untuk memenuhi sebagian persyaratan ini, Sukarma menawarkan pendidikan 
sepanjang zaman dalam perspektif Sankhya-Yoga. Memang pendidikan terkait dengan 
pembentukan moral sehingga Suka Yasa memandang perlu pesan moral untuk pemimpin 
sebagaimana yang diajarkan dalam Itihasa. Moral memang diperlukan manusia karena ia tidak 
dapat hidup normal sendirian, karena itu mereka menghimpun dirinya ke dalam satuan-satuan 
sosial. Ini sebabnya Suwardani merasa perlu mengingatkan betapa pentingnya gaya kepemimpinan 
transaksional dan transformasional sebagai upaya meningkatkan komitrnen terhadap organisasi. 
Lebih tegasnya, pemimpin organisasi dan pemimpin pada umumnya untuk mencapai tujuan 
bersama memerlukan beragam modal. Paling tidak Budi Utama dengan mendasarkan diri pada 
Kakawin Niti Sastra mengatakan bahwa dalam kepemimpinan diperlukan modal budaya dan 
modal sosial. Modal ini memang diperlukan dalam kepemimpinan karena menurut Semadi Astra 
bahwa jabatan pemimpin adalah barang rebutan yang penuh syarat dan janji. Ini dibuktikan oleh 
Geigel dengan signifikannya kontribusi dan legalitas akademisi di atas panggung politik dalam 
formulasi etika akademik dan hak asasi manusia. 

Selain harmoni dengan sesama yang mungkin dicapai melalui pendidikan dan politik, 
ternyata juga alam menjadi tanggung jawab manusia. Membangun tanggung jawab ini terutama 
terhadap hutan, Dharmika mengatakan dapat diejawantahkan melalui politik sentralisasi kehutanan 
dalam keragaman kearifan lokal. Hutan yang menjadi bagian dari lingkungan yang selalu beru­ 
bah dan juga demikian halnya dengan manusia sehingga Yudha Triguna memandang penting 
dikuasai pengetahuan tentang strategi adaptasi budaya. Walaupun demikian, Yadnyawati men­ 
gatakan, jauh lebih penting menata pol a asuh orang tua dalam membantu anak mengembangkan 
disiplin diri. Disiplin diri menjadi sangat penting di dalam mempersiapkan generasi kedepan 
agar ia menjadi insan yang terdidik pin tar, berdisiplin sekaligus bermoral. Akmal Tanjung berhasil 
menyoroti betapa kepekaan moral dan sosial sangat diperlukan dalam masyarakat plural. 
Radikalisme dalam Islam ternyata salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan memahami 
pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disiplin inilah yang diperlukan dalam 
perjuangan hidup sehingga pada akhirnya, seluruh rangkaian wacana dalam terbitan ini ditutup 
oleh Putra dengan sebuah resensi buku Bali Berjuang dalam tema upaya rekonstruksi sejarah 
(Bali). 

Untuk melanjutkan rangkaian terbitan ini, kepada pembaca diharapkan mengirimkan 
karya tulis dalam tema Tradisi Bali kepada Redaksi paling lambat pada April 2009. 

Om Santih Santih Santih Om 
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Politik Sentralisasi Kehutanan dalam Keragaman Kearifan 
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Ida Bagus Dharmika 

PENDAHULUAN 
Dewasa ini, hampir semua negara 

sedang menghadapi masalah pengelolaan 
lingkungan hutan. Masalah utama adalah, 
makin menurunnya mutu lingkungan 
hutan. Masalah lingkungan hutan ini 
diduga muncul sebagai akibat dari 
perkembangan kebutuhan manusia yang 
jauh lebih cepat daripada perkembangan 
kesadaran manusia tentang keterbatasan 
hutan. Perkembangan pengetahuan manu­ 
sia untuk menundukkan hutan jauh lebih 
cepat berkembang dibandingkan dengan 
usaha menyelamatkan hutan. Berarti 
kecenderungan untuk memanfaatkan 
lingkungan hutan jauh lebih berakar dalam 
sejarah umat manusia dibandingkan 
kecenderungan untuk melindungi, 

\ 
I 

Key words: forestry centralized politics and local genius. 

melestarikan dan menyelamatkan 
lingkungan hutan. 

Politik sentralisasi kehutanan 
dimulai pada tahun 1970-an, ketika 
diterbitkan UU No. l tahun 1967 tentang 
Penanaman ModalAsing (PMA), UUNo.5 
tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 
Kebutanan, dan UU No. 6 tabun 1968 
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN). Sentralisasi sistem pengelolaan 
sumber daya hutan, kemudian 
ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 
kebijakan Peraturan Pemerintah No. 21 
Tahun 1970 tentang Hak Pengelolaan 
Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil 
Hutan (HPHH) sebagai pertanda 
dimulainya praktek pengelolaan dan 
pemanfaatan hutan alam tropis secara 

The system of centralized politics in managing forestry sources has caused the 
marginality of forestry management system of which based on local genius. A 
further impact of this problem causes the emergence of social protests from the 
surrounding communities of the forest with various variants starting from shaman­ 
ism, hidden transcript, ngawenan till robbery of forestry. To avoid the bad forestry 
management, it is needed a social construction as an approach which states that the 
usage of forest resources as a factor of production is important for the community 
who live nearby. It means that forest behaves as the source of the community earn­ 
ings. However, self control, social control needs to be produced, because there a 
sign that money has become an orientation of life of the present human beings so 
that they do not take care again to religion and even it is used as an instrument for 
commercial purposes. 

Abstract 

Ida Bagus Dharmika 
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MA.t~AJEMEN KERAGAMAN 
Proses penyatuan dan penyeragaman 

kebudayaan di Indonesia kemudian 
berimplikasi pada lahirnnya pola hubungan 
sosial dan nilai-nilai baru dalam 
masyarakat yang menjadi dasar dari 
lahirnya berbagai persoalan sosial. 
Kebhinekatunggalikaan telah melahirkan 
suatu politik budaya yang represif yang 
melahirkan berbagai bentuk resistensi dan 
konflik yang laten. Persoalan itu muncul 
akibat penataan ruang politik yang disusun 
dalam pengelolaan budaya yang bersifat 
majemuk (Irwan Abdullah, 2006:71). 
Dewasa ini, Konflik sosial dalam ruang 
pcngelolaan hutan antara s istern 
sentralisasi yang dikomandoi o leh 
pemerintah (Negara) dengan sistem 
kearifan lokal kerap terjadi .. 

Dalam tulisan Durm anto (2005), 
dipaparkan proses-proses yang berkaitan 
dengan pandangan dan cara hidup 
masyarakat Mentawai di Pulau Siberut 
terhadap hutan, nilai hutan dan tradisi yang 
berkaitan dengan tanah dan hutan. 
Kebijakan pemerintah terhadap hutan 

Siberut yang inkr 
telah menggoncai 
mengenai tata gur 
inkonsisten itu 
menegosiasikan h 
hutan. Negosia i 
keras karena m 
horisontal. Aka 
Mentawai memili 
dengan perubahar 
bisa dikaitkan de 
Masyarakat Sib " 
perubahan itu. 
menyikapi de 
menghidupkan a 
sendiri dalam m 
dari luar. Sikap 
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dilakukan oleh P 
mempunyai pers 
bu tan yang i - _ 
Perhutani. Tan 2. a 
para petani hutaa 
melakukan per 2. 

berbagai benru -. 
menjadi bagian ·, 

Tidak ubaz 
Dumoga, Erna 
mengemukakan 
dan lahan di S 
masalahnya terl ·· 
sumber daya huta 
mas al ah hak · 
kebakaran hutan 
dapat dilakuk 
masalah menda 
dari jangka 
pemerintah. Hal d 
gan apa yang i 

muncul berbagai protes-protes sosial dari 
masyarakat desa hutan. Protes-protes sosial 
muncul dengan berbagai varian, mulai dari 
saminisme, hidden transcript (perlawanan 
terselubung seperti menggunakan olok­ 
o lok atau pembangkangan) hingga 
banditisme butan. Para pemrotes ada yang 
melakukan gerakan diam tidak mau 
bckerja, pergi ke hutan tetapi di hutan 
duduk-duduk, ngrasani dengan membuat 
joke-joke, mematikan bibit-bibit pohon 
yang baru saja ditanam oleh petugas 
Perhutani hingga melakukan penebangan 
gelap untuk kepentingan subsistensi atau 
kelangsungan hidup. 

mckanis dengan sasaran utama perolehan 
manfaat ekonomi (Agung Nugraha, 
2005:120-121). Tonggak ini merupakan 
tanda dimulainya ekstraksi kayu yang 
sering disebut dengan era banjir kap. 
Secara ekonomis sistem pengelolaan hutan 
secara sentralistik sangat mendongkrak 
pendapatan Negara, namun dilain pihak 
terjadi kerusakan lingkungan hutan yang 
sangat cepat dan termaginalkan sistem 
pengelolaan hutan berbasis kerarifan lo­ 
kal. 

Kerusakan hutan di Indonesia 
bukan hanya telah menurunkan peranannya 
sebagai penopang ekonomi nasional, tetapi 
juga telah menurunkan fungsinya sebagai 
daya dukung kehidupan (life support sys­ 
tem) (Kartodiharjo, 2005: 1) . Dari data 
Kementerian Lingkungan Hidup 2005, 
menunjukkan bahwa dampak lebih jauh 
dari kerusakan hutan itu adalah munculnya 
bcrbagai kemurkaan alam; di Indonesia 
telah terjadi 236 kali banjir di 136 
kabupaten dan 26 propinsi, di samping itu 
juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 
kabupaten dan 13 propinsi. Dalam tahun 
yang sama tercatat 78 kejadian kekeringan 
yang tersebar di 11 propinsi dan 36 
kabupaten. Dalam periode itu juga, 19 
propinsi lahan sawahnya terendam banjir, 
263.071 hektar sawah terendam dan gagal 
panen, serta 66.838 hektar sawah puso 
(Kartodiharjo, 2005: 1 ). 

Kemungkinan carut marutnya 
pengelolaan sumber daya hutan dan 
ketiadaan institusi lokal yang memadai 
sebagai resolusi konflik secara historis 
akibat dari ulah Negara yang dominatif, 
hegemonik dan otoriter pada masa lalu 
(Awang, 2005; Kartodiharjo, 2005). Akibat 
dari ketiadaan keadilan di sektor kehutanan 
dalam pengelolaan dan pembagian basil 



Rinanto Sigit yang membahas pelaksazzaz 
Operasi Rutan Lestari II dan Inpres :\O.~ 
2005 terhadap pengendalian illegal loging 
di Papua. Dikatakannya, tanpa 
memperhatikan masalah-masalah 
mendasar terhadap kebutuhan ruang 
kelola dan kesejahteraan masyarakat Pa­ 
pua, operasi semacam itu hanya akan 
efektif sesaat saja. (Kartodiharjo, 2005: 10). 

Dewasa ini masyarakat Bali scdang 
giat-giatnya mendiskusikan perhal hutan, 
danau dan gunung, ha! ini berkaitan den­ 
gan adanya pembangunan PLTP (proyek 
Geothermal) di kawasan hutan lindung 
Batukaru (Bedugul). Pembangunan ini 
akan menggunakan lahan seluas 53,88 Ha 
pada kawasan hutan lindung dan 16 Ha 
pada lahan milik masyarakat. 
Pembangunan sumur panas bumi sebanyak 
43 buah terdiri dari sumur produksi dan 
surnur injeksi dan berada ditengah-tengah 
hutan lindung, penurunan keanekaragaman 
flora dan fauna tak terhindarkan, 
pengeboran gunungpun dari beberapa titik 
barns dilakukan. Amdalpun sudah 
dikerjakan oleh beberapa orang ahli dari 
berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan 
analisis bahwa kerugian : keuntungan = 
19:3, namun para ahli menyebutkan bahwa 
sebagian kerugian yang dimaksud masih 
bisa dikelola dan dipantau, mulai dari 
kegiatan pra kontruksi, kontruksi, 
operasional, dan tahap pasca operasional. 

Salah satu persoalan yangkemudian 
muncul dan menjadi pro kontra di dalam 
diskusi-diskusi di masyarakat adalah, 
apakah hutan dan gunung yang menurut 
kepercayaan masyarakat Bali (baca: Hindu) 
merupakan kawasan suci , sakral, dan 
kawasan hulu/luan bisa dianalisis, dikelola 
dan dipantau? Akibat lebib jauh terhadap 
politik sentralisasi pengelolaan hutan 

.... 
Siberut yang inkonsisten dan kontradiktif 
telah menggoncang sistem dan pandangan 
mengenai tata guna laban. Kebijakan yang 
inkonsisten itu memaksa masyarakat 
menegosiasikan hubungan mereka dengan 
hutan. Negosiasi ini berlangsung amat 
keras karena melibatkan konflik-konflik 
horisontal. Akan tetapi masyarakat 
Mentawai merniliki sejarah yang panjang 
dengan perubahan-perubahan yang selalu 
bisa dikaitkan dengan eksploitasi hutan. 
Masyarakat Siberut pun memahami proses 
perubahan itu. Akan tetapi mereka 
menyikapi dengan cara khas dan 
menghidupkan agenda-agenda mereka 
sendiri dalam menghadapi agenda-agenda 
dari luar. Sikap masyarakat yang dernikian 
hampir serupa dengan apa yang 
disampaikan Hery Santoso (2005) tentang 
petani hutan di Jawa. Jawa yang sebagian 
besar penguasaan pengelolaan hutannya 
dilakukan oleh Perum Perhutani, telah lama 
mempunyai persoalari dengan para petani 
hutan yang ikut menggarap lahan 
Perhutani. Tanpa ada gerakan yang massif, 
para petani hutan di Jawa pada umumnya 
melakukan perlawanan diam-diam dengan 
berbagai bentuk. Perlawanan itu telah 
menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Tidak ubahnya dengan kondisi di 
Dumoga, Ema S. Adiningsih dkk. Juga 
mengemukakan masalah kebakaran hutan 
dan lahan di Sumatera, yang mana akar 
masalahnya terletak pada masalah hak atas 
surnber daya hutan. Tanpa penyelesaian 
masalah hak terscbut, pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan tidak akan 
dapat dilakukan . Namun, masalah­ 
masalah mendasar seperti itu justru luput 
dari jangkauan progran-program 
pemerintah. Hal demikian itu sejalan den­ 
gan apa yang dikatakan oleh Ridzki 
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Kedua. 
mengingkar · 
budaya yang 
model pengel 
Dalam konteki 
dominasi pez 
tertindasnya ~ 
cara-cara peng 
hutan yang · .· 
kal sebenam ·a 
baik dan hutam 
contoh mis \­ 
des a adat Te 
Karangasem, B 
desa adat Sa­ 
dikelola oleh de 
Bali), semua h; 
keberadaannya, 
sudah mamp 
kal mereka di 
akhirnya bi a 
Adanya kunjung 
daerah ini m ...... 
masyarakat T n.:i 
ton. Narnun. ~ 
hutan oleh 
mendapat peng· 

Terjadilab dominasi pengetahuan Negara 
dan tertindasnya pengetahuan masyarakat 
atas cara-cara pengelolaan hutan di 
Indonesia. Secara politis sumber daya 
alam, sudah sangat jelas bahwa domein 
Negara tersebut sangat kuat dan dalam 
implikasi pengaturan dan pengurusan 
sumber daya alam hutan sangat terasa 
pengaruh cengkeraman Negara terscbut, 
sehingga sangat terasa bahwa pengelolaan 
sumber daya alam hutan itu sangat jauh 
dari alam demokrasi dan keadilan bagi 
masyarakat. Konflik di berbagai tempat 
sesungguhnnya merupakan bentuk 
resistensi masyarakat terhadap berbagai 
tindakan kebijakan pusat (Irwan 
Abdullah,2006:71 ). Dari analisis 
keberadaan pengelolaan sumber daya 
hutan yang dikelolan secara beragam baik 
dilihat dari adat, pranata sosial, 
kepercayaan dari berbagai etnis di 
Indonesia dengan segala macam 
dinamikannya dapat dipelajari tiga proses 
penting yang telah terjadi di Indonesia 
selama ini. 

Pertama, pengingkaran terhadap 
keberadaan kearifan lokal masyarakat yang 
beranekaragam di dalam pengelolaan 
sumber daya hutan. Kearifan lokal tidak 
mcndapat perhitungan dan pengakuan dari 
Negara, karena Negara lebih mementing­ 
kan keseragaman dan sentralisasi di dalam 
pengelolaan hutan. Hutan dalam perspektif 
budaya masyarakat desa hutan tidak hanya 
sebatas sebagai tempat tinggal dan sumber 
pemenuhan kebutuhan hidup saja . Hutan 
dalam perspektif antropologi ekologi 
memiliki fungsi sosial, budaya dan 
religiusitas. Masyarakat desa hutan 
memiliki kearifan tradisional yang 
terbcntuk dari interaksi berulang-ulang 
antara masyarakat dengan sumber daya 
hutan. 

MASALAH RUANG POLITIK BAGI 
KEARIFAN LOKAL 

Sumber-sumber daya butan telah 
menjadi sumber ekonomi sejak zaman 
kerajaan, Belanda, pemerintahan orde 
lama, pemerintahan orde baru, dan sampai 
pemerintahan sekarang, karena komoditas 
kayu masih menjadi andalan sumber 
devisa pemerintah Indonesia. Ciri 
pembangunan ekonomi ditandai dengan 
rnenguatnya relasi antara kekuasaan poli­ 
tik dan ekonomi. Devisa dari sektor 
kehutanan menjadi sumber penting untuk 
mendorong gerak majunya pembangunan 
bangsa. Kebijakan pemerintah memberi­ 
kan izin pengusaha kepada pemegang Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) menandai 
babak baru sistem eksploitasi hutan. 

ma arakat Bali 
m lakukan agenda­ 

- __ - ciri yang kadang-kadang 
.=.S 'an brutal seperti, mencuri 

__ -e:nbakar hutan, mcngkapling­ 
; ·~=- wilayah hutan, ngawen/diawen 

z.: an ( mcnebang kayu, tanahnya 
· mudian ditanami vanili, kopi, pi sang dll). 

Gerakan ini tidak hanya dilakukan secara 
perseorang tetapi bergerombol, bersama­ 
sama dan bahkan menggunakan fasilitas . 
desa adat seperti kulkul (kentongan), 
pakaian adat dll. Tidak ada langkah yang 
kongkrit untuk mengamankan hutan "apa­ 
rat hanya bisa menangkap dan mengam­ 
ankan kayunya, sementara hutan terns saja 
dijarah dan dibiarkan begitu saja" Kini 
daerah pulau Bali yang luasnya sekitar 
5.632 Km2, memiliki hutan tropis hanya 
seluas 1.251,49 Km2 atau sekitar 22,22% 
dari total luas daerah Bali (Pemda Bali, 
1999: V-22), masih sangat jauh dari ideal 
yaitu 30% dari luas daerah. 
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pengelolaan hutan oleh banyak pihak. ~­ 
tama oleh pemerintah. Dorninas: 
pengetahuan Negara telah dimutlakan dan 
merefresi pengetahuan masyarakat lokal 
sehingga mereka tidak berani mengutara­ 
kannya arti pengelolaan hutan versi 
masyarakat. 

Untuk menjawab pemutlakan 
pengetahuan tersebut perlu kiranya 
meminjam istilah Foucault tentang prinsip 
geneologis dalam pengetahuan yaitu 
prinsip yang menekankan bahwa tiap 
bentuk kebenaran bisa dilacak secara 
historis pada institusi dan wacana 
dominan yang melahirkannya. Dalam 
penelitian Foucault tentang "kegilaan" 
terungkap bahwa rnanusia dikatakan gila 
bukan karena dikonsepsikan sebagai 
penyakit mental, tetapi lebih merupakan 
kontruksi sosial yang dibuat oleh institusi 
(psikologi modern) yang membuat 
penataan kearah konstruksi tersebut yaitu 
episteme (Foucault, 2002: 22). 
Pengetahuan yang mengkonstruksi orang 
tersebut gila adalah lembaga pendidikan 
tinggi yang bernama universitas. Pelacakan 
geneologis pengetahuan ini sama dengan 
proses dominan pengetahuan Negara 
tentang hutan dan pengelolaan hutan 
melalui universitas yang mengembangkan 
ilmu kehutanan. Konstruksi sosial atas 
pengetahuan tentang hutan dan pengelolaan 
hutan di Indonesia juga merupakan 
episteme. 

Ketiga, kegagalan pemerintah dalam 
menjaga keseimbangan dan pemerataan 
an tar kelornpok dalam masyaraka t di dalam 
pengelolaan hutan. Ada kelompok 
masyarakat yang mendapat priorita 
dominan di dalam pengelolaan hutan kar­ 
cna kedekatan dengan aparat-aparat 
penegakan hukum dan pejabat pernerintah. 

Kebijakan struktural pemerintah 
pusat yang cenderung eksploitatif terhadap 
sumber daya hutan berdampak pada 
kerusakan hutan yang rnenyengsarakan 
urnat manusia. Nilai-nilai kearifan lokal 
masyarakat diabaikan oleh pemerintah dan 
pelaku usaha. Kerusakan lingkungan 
sumber daya hutan merupakan bukti tidak 
diakomodirnya sistem tata nilai kearifan 
lokal masyarakat desa hutan. Kebijakan 
top down dengan sistem pemerintahan 
sentralistik berdampak pada pencetusan 
program pembangunan yang bcrsifat sera­ 
gam dengan menafikkan keragaman 
kearifan lokal rnasyarakat. 

Kedua, politik uniforrnitas yang 
mengingkari adanya keanekaragaman 
budaya yang sangat luas dalam model­ 
model pengelolaan sumber daya hutan. 
Dalam konteks ini bisa dilihat adanya 
dominasi pengetahuan Negara dan 
tertindasnya pengetahuan masyarakat atas 
cara-cara pengelolaan hutan. Sumber daya 
hutan yang dikelola oleh masyarakat lo­ 
kal sebenamya telah berkembang sangat 
baik dan hutannya sangat lestari. Sebagai 
contoh misalnya, hutan yang dikelola oleh 
desa adat Tenganan Pegringsingan, 
Karangasem, Bali; hutan yang dikelola oleh 
desa adat Sangeh, Bali; hutan yang 
dikelola oleh desa adat Kedaton (Tabanan, 
Bali), semua hutan-hutan ini sangat baik 
keberadaannya, dan bahkan masyarakat 
sudah mampu mereproduksi kearifan lo- · 
kal mereka di dalam pengelolaan hutan dan 
akhirnya bisa mengatasi kapitalisme. 
Adanya kunjungan wisatawan ke daerah­ 
daerah ini mendongkrak sistem ekonomi 
masyarakat Tenganan, Sangeh dan Keda­ 
ton. Namun, model-model pengelolaan 
hutan oleh masyarakat adat belum 
mendapat pengakuan sebagai model 
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memanfaatkan sumber daya alam 
merupakan cerminan dari dinamika 
peradaban bangsa dan masyarakat 
tersebut. Masyarakat dan kebudayaan 
senantiasa mengalami perubahan mulai 
dari pemunculan, pemeliharaan dan 
kesirnaan karena memang perubahan itulah 
yang abadi. 

Mengatasi carut marutnya pengelo­ 
lan hutan di Indonesia, dirasakan perlu 
adanya konstruksi sosial sebagai sebuah 
pendekatan yang menyatakan bahwa 
pemanfaatan sumber daya alam hutan 
sebagai faktor produksi penting bagi 
masyarakat yang hidup disekitar kawasan 
hutan, yang berarti bahwa hutan sebagai 
sumber penghidupan masyarakat. Dalam 
pandangan konstruksi sosial peran Negara/ 
pemerintah tidak dominan, sebab 
keputusan-keputusan diserahkan pada 
mekanisme pasar, misalnya saja komoditas 
yang disukai masyarakat ditentukan oleh 
dukungan pasar lokal, nasional dan 
intemasional. Hutan sebagai penghasil 
barang dan jasa tentu sangat terkait den­ 
gan mekanisme pasar, baik pasar untuk 
jasa-jasa hutan maupun untuk barang­ 
barang yang dihasilkan oleh masyarakat 
dari dalam kawasan hutan. Namun 
demikian, pengcndalian diri, kontrol sosial 
perlu direproduksi karena ada gej ala 
bahwa uang telah menjadi oricntasi 

Aditjondro, Geo 
Pola ( 
Refleks 
Lingku 
dal. Yo, 

Daftar Bacaan 

kehidupan manu 
agama tidak dij 
dijadikan alat um 
juga. 

Multikulturalisme merupakan suatu stra­ 
tcgi dari integrasi sosial, dimana 
keanekaragaman budaya benar-benar 
diakui dan dihormati dapat berfungsi 
efektif dalam menengarai isu separatisme 
dan disintegrasi sosial. Hutan bukan milik 
kita, tetapi milik anak cucu kita. 

Namun dilain pihak sekelompok masya­ 
rakat mera akan adanya ketidakadilan, 
terpinggirkan karena mereka tidak 
merniliki akses dan kedekatan dengan apa­ 
rat pemerintah. Sebagai contoh, apa yang 
dikatakan oleh Ketua BPD desa dan 
Bendesa adat Yeh Embang, Jembrana Bali 
menyatakan bahwa selama ini warga 
penyanding hutan ingin mendapatkan 
perlakuan yang sama dengan daerah 
lainnya agar diberikan ngawen hutan 
sehingga memberikan penghasilan untuk 
mereka (DenPost, 26 Maret 2007). 

Ketika masyarakat meminta bagian 
secara konkret kepada pemerintah agar 
mereka diberi hak dan kewajiban 
pemanfaatan dan pengelolaan surnber daya 
hutan, pemerintah yang berkuasan di 
Indonesia kebingungan untuk memposisi­ 
kan masyarakat. Sebab sejak awal memang 
masyarakat secara terstruktur tidak 
diposisikan untuk mengelola sumber 
secara sungguh-sungguh. 

Ketiga faktor di atas menegaskan 
bahwa konflik-konflik yang terjadi selama 
mi bukan semata-mata persoalan 
perbedaan budaya, tetapi sudah lebih 
mengakar sebagai kesalahan berbagai 
pihak dalam pengelolaan perbedaan dan 
konflik itu sendiri (Irwan Andullah, 
2006:76). Kearifan lokal adalah 
merupakan identitas yang dimiliki oleh 
masyarakat lokal di dalam pengelolaan 
hutan, yang menyangkut unsur 
kepercayaan, tata nilai, norma, hukum dan 
aturan adat. Ketaatan masyarakat lokal di 
dalam menjalankan aturan-aturan yang ada 
menyebabkan hutan yang mereka miliki 
terjaga kelestariannya. Model pengelolaan 
hutan yang berbasis kearifan lokal yang 
beranekaragam harus bisa ditcrima dan 
dihargai oleh pemerintah (Negara). 
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